STANDAR PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN
PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

OLEH:
MARTINI SATRI EVIKA
2019210025

KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023



Martini Satri Evika, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STANDAR PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN
PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

Dosen Pembimbing Utama : Abd. Rohman, S.Sos., M.AP
Dosen Pembimbing Pendamping : Agustinus Ghunu, SE., MP., M.AP
RINGKASAN

Standar pelayanan adalah seperangkat pedoman yang harus dipatuhi oleh
setiap orang yang memberikan atau menerima pelayanan publik. Masalah dalam
penelitian ini adalah bahwa proses penyedia layanan dianggap oleh penanggung
jawab mereka kurang efektif, dan kemampuan mereka sendiri masih di bawah
standar. Hal ini karena tidak ada cukup ahli teknologi informasi. Meskipun setiap
pegawai di Kecamatan Pandanwangi telah memiliki akses komputer, namun
penggunaan aplikasi komputer masih belum efisien, terbukti dengan penggunaan
teknologi yang dirasakan masih belum diterapkan di sana.

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan
penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Pandanwangi dan mempelajari
tantangan yang dihadapi di sana. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif
digunakan dalam penelitian ini. Standar Pelaksanaan Pelayanan Publik di Desa
Pandanwangi menjadi bahan kajian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
Standar Pelaksanaan Pelayanan Publik Kecamatan Pandanwangi yang terdiri dari
lima indikator sudah cukup optimal yang dibuktikan dengan prosedur pelayanan
yang efisien, produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta sarana dan prasarana yang tersedia. sesuai dan

nyaman bagi penerima layanan. Namun, dua tanda berikutnya tidak ideal.

Kata kunci: pelayanan publik, standar pelayanan



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik meliputi semua jenis pelayanan, baik yang disediakan
dalam bentuk barang publik maupun yang dilakukan oleh organisasi pemerintah,
baik pusat maupun daerah, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan
masyarakat dan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. (Nur’aini, 2021)

Sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, pemerintah memiliki
tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa layanan publik terbaik
disediakan untuk semua individu. Pengertian pelayanan publik adalah sebagai
berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Musdalipa,
Parawangi, Malik, 2017).

Peran atau aktor utama yang bertugas menegakkan hak-hak masyarakat
dalam penyediaan pelayanan publik adalah pemerintah. Dalam rangka memenuhi
tugas pemerintah untuk membina kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik
merupakan komponen yang diperlukan (Suharta dan Firdausi, 2019).

Penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat merupakan salah satu
contoh penyelenggaraan pemerintahan. Karena merupakan kewajiban pemerintah
untuk menawarkan layanan publik berkualitas tinggi kepada warganya, misi ini

dilakukan melalui korporasi federal, regional, dan milik negara (Tan, 2020).



Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas
pelayanan publik yang diterima karena dampak dari pelayanan tersebut dirasakan
oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Pelayanan merupakan tolok ukur
kinetja pemerintah yang paling terlihat. Pemerintah Kelurahan memainkan peran
penting dan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal
kapasitas untuk memberikan layanan kepada penduduk setempat. Kantor
Kelurahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Akibatnya, Kelurahan harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat (Maulida, Idris, Erawan, 2018).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib
dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Akibatnya, untuk mengubah keputusan ini, departemen sumber daya manusia
pemerintah pusat dan daerah harus kompeten untuk melaksanakannya. agar
kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan pelayanan yang ditawarkan dan juga
dapat mendukung terwujudnya good governance. Akibatnya, setiap karyawan harus
mampu (Kadir, 2018)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kecamatan. Di bawah kecamatan, Kelurahan adalah perangkat daerah
yang wilayah kerjanya berada di luar yang melapor dan diawasi oleh camat. Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelurahan bertanggung jawab



untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh camat serta
tanggung jawab pemerintahan lainnya.

Kepala kelurahan yang sering disebut dengan lurah bertugas menjalankan
pemerintahan kelurahan yang diselenggarakan untuk melayani masyarakat. Perda
no. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa kelurahan adalah perangkat kecamatan yang
dijalankan oleh lurah. Camat merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
memiliki kompetensi teknis pemerintahan dan memenubhi kualifikasi sesuai dengan
undang-undang, dan walikota atau bupati menunjuk lurah atas rekomendasi mereka
(Linggi, 2012).

Tanggung jawab utama kelurahan sebagai penyelenggara pelayanan
publik adalah mendukung bupati dan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan, meningkatkan efektivitas
pelayanan publik dalam rangka good governance, dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik. pelayanan yang diberikan berupa pelayanan atau perizinan
melalui transparansi dan standarisasi pelayanan (Silfiah dan Nabila, 2021).

Saat ini pemberian pelayanan publik yang baik akan menimbulkan
kepuasan masyarakat yang merupakan tanda bahwa pemerintah telah berhasil
menjalankan kewajibannya, namun pemberian pelayanan publik yang buruk akan
mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam
memenuhi kewajibannya. 2019 (Maulidya, Muchsin, Abidin)

Standar pelayanan adalah seperangkat pedoman yang harus dipatuhi oleh
setiap orang yang memberikan atau menerima pelayanan publik. Standar pelayanan

paling tidak menyangkut bangunan dan infrastruktur serta proses pelayanan.



Standar proses pengaduan bagi penyedia dan penerima layanan di Kecamatan
Pandanwangi dinilai belum memadai oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena
sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan kurangnya pengembangan
kapasitas kelembagaan, hal ini terjadi. Para penanggung jawab mereka berpendapat
bahwa cara yang ditawarkan oleh penyedia layanan kurang berhasil karena
kemampuan petugas pemberi layanan yang masih di bawah standar. Dilihat dari
keinginan untuk menggunakan teknologi, hal ini disebabkan oleh kurangnya
keahlian teknologi informasi (Maulidyah, Muchsin, Abidin, 2019).

Pelaksana pelayanan publik, kadang-kadang disebut sebagai Pelaksana
dalam hal ini, adalah pejabat, karyawan, pejabat, dan siapa pun yang dipekerjakan
oleh organisasi pelaksana yang bertanggung jawab untuk melakukan satu tindakan
atau serangkaian kegiatan terkait untuk kepentingan publik. Sebagai tugas dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang bermutu, cepat,
sederhana, ekonomis, dan terukur, standar pelayanan menjadi dasar pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan untuk mengukur (Mulyono, 2017).

Agar kegiatan pelayanan organisasi pemerintah dapat meningkatkan
pelayanan publik dan membangun organisasi yang efisien, maka setiap pemerintah
harus menetapkan standar pelayanan yang dapat diterima. Peneliti tertarik dengan
kajian “Standar Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Desa Pandanwangi”

dikarenakan banyaknya permasalahan yang ada.



1.2. Rumusan Masalah
Pertanyaan penelitian berikut dapat dibuat berdasarkan latar belakang
masalah:
1. Pedomaan apa yang berlaku untuk penyelenggaraan pelayanan publik
di Kelurahan Pandanwangi?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Kelurahan Pandanwangi dalam
memberikan pelayanan publik?
1.3. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian berikut didasarkan pada bagaimana masalah dinyatakan dan
merupakan bagian dari penelitian ini:
1. Untuk menentukan persyaratan untuk memberikan layanan publik di
Kelurahan Pandanwangi.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dialami Kelurahan Pandanwangi dalam
melaksanakan pelayanan publik.
1.4. manfaat penelitian
Keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini jika tujuan penelitian
tercapai secara efektif antara lain:
1. Keunggulan akademik
1)Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, dan Kota Malang
diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini berupa ide

atau masukan segar, serta bagaimana penerapan standar pelayanan

publik.



2). Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber data
atau informasi penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan untuk
kepentingan masyarakat.

2. Keuntungan yang bermanfaat

Akademisi masa depan yang mengerjakan proyek dengan nama dan
masalah yang sebanding diharapkan menggunakan penelitian ini sebagai
sumber informasi. Selain itu diharapkan dapat menginspirasi Kelurahan

Blimbing untuk meningkatkan standar pelayanan publik.
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